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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 E-government sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi 

informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, persiapan; kedua, 

pematangan; ketiga, pemantapan; dan keempat, pemanfaatan Pengaplikasian sistem 

e-government diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan 

berjalan menuju kearah yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas 

(Atthahara, 2018).  

Perkembangan teknologi informasi (TI) dalam beberapa dasawarsa terakhir 

telah mengubah paradigma dalam penyelenggaraan layanan publik di berbagai 

negara. Era digital membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan 

dan memberikan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. 

Peran Teknologi Informasi dalam konteks pelayanan publik tidak hanya bersifat 

instrumental, tetapi juga Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat 

dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan 

sistem informasi dengan penggunaan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan 

informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat 

(Wilkinson dan Cerullo,1997). Mencakup aspek-aspek strategis yang dapat 

membentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat, (Wilkinson dan 

Cerullo,1997). 

Pemanfaatan Teknologi Informasi di sektor pemerintahan telah melibatkan 

adopsi berbagai platform digital, sistem informasi, dan aplikasi yang dirancang 

untuk mempermudah akses, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat respons 

terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini memunculkan pertanyaan 

kritis mengenai sejauh mana peran TI dapat mendukung peningkatan efektivitas 

layanan publik dan sejauh mana dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, munculnya tren E-government 

(pemerintahan elektronik) menjadi fenomena penting yang mempercepat proses 

transformasi pelayanan publik. Namun, tantangan-tantangan seperti 

ketidaksetaraan akses, keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan juga 
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muncul sebagai dampak dari adopsi TI di sektor pemerintahan. Penerapan TI tidak 

hanya hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dibutuhkan. Sebagai 

contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan 

surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profile daerah. Seperti halnya 

perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI. Seperti yang 

dikemukan Morgan (1996) dalam Syam (1999); Martin dan Merle.P (1995), 

menyatakan bahwa penggunaan TI bagi suatu perusahaan ditentukan oleh banyak 

faktor, salah satu diantaranya adalah karakteristik pengguna TI, Martin dan Merle.P 

(1995). 

Kelompok dan masyarakat birokrasi berpartisipasi dalam pelayanan publik 

dengan membantu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Desakan 

pemerintah untuk mengelola lebih banyak pelayanan dan pelayanan publik yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari harus dibarengi dengan 

peningkatan kualitas pelayanan. Akses ke sumber daya pemerintah merupakan 

prioritas bagi pemerintahan Indonesia yang baru. Pelayanan publik di daerah telah 

banyak mengalami perbaikan dan inovasi agar menjadi lebih efektif dan user 

friendly. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada warganya sebagai penyedia 

layanan publik yang vital, dan harus terus bekerja untuk meningkatkan kualitas 

layanan tersebut. Namun, kualitas pelayanan publik dinilai dari seberapa baik 

mereka diterima oleh masyarakat, sehingga penting bahwa mereka melayani jumlah 

orang terbesar tanpa mengorbankan standar (Ombudsman RI, 2020). 

Oleh Karena itu Teknologi Informasi Juga sebagai sarana Pelayanan publik, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik mengamatkan bahwa semua pelayanan publik diselenggarakan menurut asas 

kepentingan umum dan persamaan hak. Orang mungkin mengharapkan layanan 

tepat waktu dengan harga yang wajar, dan setiap orang diperlakukan dengan hormat 

dan bermartabat; ahli didatangkan; tidak ada diskriminasi; ada keterbukaan dan 

tanggung jawab; mereka yang paling membutuhkan memiliki akses ke sumber daya 

yang mereka butuhkan; dan setiap orang memiliki suara. 

Malkal dalri itu Talnggung jalwalb utalmal setialp pemerintalh aldallalh menyedialka ln 

semalca lm balralng a ltalu jalsal publik. Kalrenal pelalnggaln dalpalt melihalt secalral lalngsung 
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sebera lpal balik kinerjal sualtu lalya lnaln, malsuk alkall balhwal memberi merekal alpal yalng 

merekal inginkaln alkaln meningkaltkaln morall. Peringka lt persetujua ln aldallalh ukuraln 

sebera lpal balik pemimpin melalkukaln pekerjalaln merekal. Setialp lembalgal publik 

berkalitaln dengaln alspek-alspek pelalya lnaln publik ya lng dimiliki oleh malsyalralkalt, 

oleh kalrena l itu setialp oralng berkepentingaln untuk memberikaln pelalya lnaln yalng 

sebalik-baliknya l gunal memenuhi halralpaln malsyalralkalt. Lalyalnaln salngalt penting untuk 

taltal kelolal ya lng balik. Pemerintalh sebalgali penyedial balgi ralkyaltnya l aldallalh ide ya lng 

malsuk alkall. Pemerintalh memiliki tugals aldministraltif selalin menyedialkaln balralng 

daln jalsal (Halya lt, 2017:1). 

Jikal penyedial la lyalnaln publik ditemukaln melalnggalr hukum daln peralturaln ini, 

merekal alkaln dimintali pertalnggung jalwalbaln. Untuk itu, UU Pelalyalnaln Publik halrus 

diikuti kalrenal menetalpkaln alturaln balgalimalnal oralng yalng menerimal lalya lnaln publik 

halrus terlibalt dengaln merekal yalng bertuga ls untuk memberikalnnya l. UU Pelalyalna ln 

Publik diundalngkaln untuk tujualn membalngun morallitals, menja lmin kealdila ln, daln 

menjalgal ketertibaln sosiall. Dallalm kebijalka ln publik, cital-cital good governalnce da ln 

clealn government salngalt dihalra lpkaln. Negalra l Kesaltualn Republik Indonesial da lpalt 

memalnfalaltkaln hukum, khususnyal peralturaln perundalng-undalnga ln pelalya lnaln 

publik, untuk membalngun ketertibaln (Putra l AL., 2020). 

Menurut Dwi Mal’rufalh & Sholichalh (2018) Permalsallalha ln umum lalinnyal 

dallalm pelalya lnaln publik alntalral lalin halmbalta ln, balnya lk pera lntalral, alntria ln palnjalng, 

malnaljemen ya lng rumit, sumber dalyal malnusial ya lng terba ltals, sertal minimnya l 

pemalhalma ln walrgal ya lng luals. Mengallalmi permalsallalha ln itu, butuh dilalkukaln 

perbalika ln pelalya lnaln, seperti menciptalkaln jalsal ya lng bertalnggung jalwalb, tidalk 

rumit, tidalk lelet, bertalnggung jalwalb, sertal tralnspalraln. Perihall ini sesua li dengaln 

pendalpalt ya lng dikemukalkaln (Enitalsalri & Hertalti,2013). Sallalh saltu tujualn penting 

reforma lsi orgalnisalsi publik iallalh menghalsilkaln kemalmpualn sertal efektivitals 

penyelenggalralaln pemerintalhaln supalyal lebih balgus dalri sebelumnya l. Oleh sebalb 

itu,butuh dialdalkalnnya l efektifitals tingkaltaln efektivitals jalsal bualt menilaliefisien 

tidalknya l jalsal tersebut, (Enitalsalri & Hertalti,2013). 

Kemaljualn teknologi informalsi salalt ini menuntut sektor publik, termalsuk unit 

pemerintalh, butuh membualt model balru, sebalb pergalntia ln sistem di Indonesial 

termalsuk dallalm jalsal untuk memperluals tuntutaln untuk walrgal kepaldal pelalya lnaln 
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publik, allhalsil selallu efesien sertal berdalya l gunal, daln tidalk rumit dallalm 5 

penera lpalnnya l. Situalsi pelalyalnaln di Indonesial terus bergalnti bersalmalaln dengaln 

perkembalngaln reformalsi, sertal birokralsi iallalh permalsallalha ln yalng butuh mendalpalt 

altensi lebih. Oleh sebalb itu, keduduka ln pemerintalh dlalm alspek pembalnguna ln 

aldmnistralsi daldi almalt beralrti, seperti inovalsi lalya lnaln ya lng disebut denga ln E-

government. 

Menurut Kaldir dalla lm Dialnal (2017), “E-government altalu sering disingkalt E-

gov aldallalh istilalh ya lng menyaltalkaln penggunalaln teknologi informalsi untuk 

melalkukaln tralnsforma lsi altalu hubungaln dengaln malsya lralkalt, bisnis, sesalma l instalnsi 

pemerintalh, daln pegalwali." Ini telalh muncul sebalgali pilihaln untuk memperbaliki 

pemerintalhaln kalrenal dunial semalkin terhubung melallui salra lnal digitall. Globallisalsi 

telalh memiliki pengalruh ya lng signifikaln terhaldalp evolusi setialp industri. Di sini, 

memiliki alkses ke web daln lalyalnaln online lalinnya l halmpir menja ldi kebutuhaln. 

Proyek E-governalnce, juga l dikena ll seba lgali ta ltal kelolal berbalsis elektronik, sedalng 

dilalksalnalka ln oleh pemerintalh untuk mema lnfalaltkaln perkembalngaln teknologi 

modern. Ketikal pemerintalh benalr-benalr berusalhal untuk meningka ltkaln kuallitals 

pelalyalnaln ya lng merekal berikaln kepaldal malsya lralkalt daln kebijalkaln mencerminkaln 

upalyal tersebut, Kaldir dallalm Dialnal (2017). 

Dinals Informalsi Daln Informaltikal merupalka ln sallalh saltu instalnsi pemerintalh 

Kalbupalten Mojokerto yalng memalnfalaltkaln internet untuk menjallalnkaln malndalt 

pengelolalaln kependudukaln. Dinals Informalsi daln Informaltikal dibentuk oleh 

Kementeria ln Kominfo untuk menalngalni Pela lyalnaln di bida lng informalsi daln 

informaltikal. Oleh kalrena l itu, Dinals Informalsi daln Informa ltikal bertalnggung jalwalb 

untuk mengkoordinalsika ln upalya l-upa lyal seperti pencalcalhaln penduduk, pencalcalhaln 

sipil, daln malnaljemen informalsi untuk meningka ltkaln bidalng-bidalng seperti 

pelalyalnaln publik, pemerintalhaln, daln pembalngunaln. Malsya lralkalt mengeluhkaln 

proses pelalya lnaln kependudukaln yalng terkesaln terlallu rumit daln tidalk tersedialnya l 

pedomaln yalng mema ldali. ALkibaltnyal, Diskominfo kalbupalten Mojokerto alkaln 

membutuhkaln wa lktu yalng salngalt lalmal untuk memberikaln pelalya lnaln kepaldal walrga l 

daln menjalga l ketenteralmaln daln ketertibaln. Kuallitals pelalya lnaln publik ha lrus selallu 

beraldal palda l level ya lng semalksimall mungkin. Pelalyalna ln publik yalng ditalwalrka ln 
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oleh Diskominfo Kalbupalten Mojokerto juga l perlu ditingkaltkaln (Halsiba lh. et all., 

2022). 

Meskipun telalh aldal upalyal-upalya l sebelumnya l dallalm meneralpkaln TIK, malsih 

diperlukaln evallualsi mendallalm terhaldalp pera ln Diskominfo dallalm menghaldirkaln 

inovalsi daln kemaljualn teknologi untuk mendukung penyelenggalralaln lalya lna ln publik 

ya lng lebih balik daln inklusif. Oleh kalrenal itu, penelitialn ini bertujualn untuk 

mengkalji secalral lebih mendallalm tentalng pera ln daln kontribusi Diskominfo 

Kalbupalten Mojokerto dallalm meningkaltkaln efektivitals lalyalnaln publik, sertal 

mengevallualsi dalmpa lk implementalsi teknologi informalsi dallalm konteks pelalyalnaln 

publik di kalbupalten tersebut. Dengaln demikialn, halsil penelitialn ini dihalralpkaln 

dalpalt memberikaln kontribusi positif balgi pengembalngaln pemerintalhaln daleralh di 

Kalbupalten Mojokerto. 

 

1.2.  Rumusaln Malsallalh 

1. Balgalimalnal peraln Diskominfo Kalbupalten Mojokerto dallalm memberikaln 

lalya lnaln publik teknologi informalsi daln komunikalsi?  

2. Balgalimalnal kinerjal Diskominfo Kalbupalten Mojokerto melallui bida lng 

teknologi Informalsi daln komunikalsi berupal lalya lnaln Calll Center 112? 

1.3. Tujualn  

1. Penelitialn ini bertujualn untuk memberika ln lalya lnaln publik melallui 

teknologi informalsi daln komunikalsi di Diskominfo Kalbupalten 

Mojokerto 

2. Untuk memalhalmi kinerjal Diskominfo Kalbupalten Mojokerto da llalm 

penera lpaln teknologi informalsi melallui Calll Center 112. 

 

1.4. MALNFALALT PENELITIALN  

a. Kontribusi ALkaldemis balgi Prodi Ilmu Pemerintalhaln 

Proposall ini alkaln memberikaln kontribusi paldal literaltur alkaldemis di bidalng 

ilmu pemerintalhaln, khususnyal dallalm konteks peneralpaln Teknologi 

Informalsi dallalm meningka ltkaln efektivitals lalya lnaln publik. Temualn 

penelitialn dalpalt memberikaln walwalsaln balru daln pemalhalmaln yalng lebih 
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mendallalm tentalng dinalmikal interalksi alntalra l pemerintalh daln malsyalralkalt 

dallalm eral digitall. 

b. Peningkaltaln Kuallitals La lya lnaln Publik balgi Diskominfo Mojokerto 

Dengaln memalhalmi secalral lebih balik peraln Teknologi Informalsi, 

pemerintalh dalpalt meningka ltkaln kuallitals lalyalnaln publik ya lng disedialkaln 

kepaldal malsya lralkalt. Ini dalpalt menca lkup peningkaltaln alksesibilitals, efisiensi 

proses aldministraltif, daln keterlibaltaln malsya lralkalt dalla lm pengalmbilaln 

keputusaln. 

c. Informalsi balgi Pralktisi daln Sta lkeholder 

Temualn penelitialn ini dalpalt memberika ln wa lwalsaln berha lrgal balgi pralktisi di 

sektor pemerintalhaln, pemalngku kepentingaln terkalit, daln pengembalng 

kebijalkaln untuk meralncalng straltegi ya lng lebih efektif dalla lm meneralpkaln 

Teknologi Informalsi. Hall ini dalpalt meningka ltkaln kesaldalraln da ln 

pemalhalma ln merekal terhaldalp potensi daln talntalngaln dallalm mengaldopsi TI.  

 


